
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1891, 2016 KEMEN-KP. Kawasan Konservasi Perairan.
Pemenfataan.

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 47/PERMEN-KP/2016

TENTANG

PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (5),

Pasal 32 ayat (5), Pasal 33 ayat (5), dan Pasal 34 ayat (5)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan, perlu menetapkan Peraturan

Menteri tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5073);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang

Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
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3. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 tentang

Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang Berlaku pada Kementerian Kelautan dan Perikanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5745);

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri

Kabinet Kerja Periode Tahun 2014–2019, sebagaimana

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan

Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian

Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun

2014-2019;

7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.10/MEN/2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan

Perizinan Penelitian dan Pengembangan Perikanan;

8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

PER.30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di

Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 81),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-

KP/2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1782);

9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan

Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 1619);

10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor

23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
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Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

TENTANG PEMANFAATAN KAWASAN KONSERVASI

PERAIRAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Konservasi Perairan adalah kawasan perairan

yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk

mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan

lingkungannya secara berkelanjutan.

2. Kawasan Konservasi Perairan Nasional adalah Kawasan

Konservasi Perairan yang pengelolaannya dilakukan

oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

3. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat

kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor

alamiah sekitarnya.

4. Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi

Perairan adalah dokumen kerja yang dapat

dimutakhirkan secara periodik, sebagai panduan

operasional pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

5. Zona Inti adalah bagian Kawasan Konservasi Perairan

yang letak, kondisi dan potensi alamnya merupakan

daerah pemijahan, pengasuhan, dan/atau alur ruaya

ikan.

6. Zona Perikanan Berkelanjutan adalah bagian kawasan

konservasi perairan yang karena letak, kondisi, dan
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potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian

pada zona inti dan zona pemanfaatan.

7. Zona Pemanfaatan adalah bagian dari kawasan

konservasi perairan yang letak, kondisi, dan potensi

alamnya diutamakan untuk kepentingan Pariwisata

Alam Perairan dan/atau kondisi/jasa lingkungan serta

untuk kegiatan Penelitian dan Pendidikan.

8. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh

ikan di perairan yang tidak dalam keadaan

dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk

kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat,

mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani,

mengolah, dan/atau mengawetkannya.

9. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk

memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan

serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang

terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal

untuk memuat, mengangkut, menyimpan,

mendinginkan, menangani, mengolah dan/atau

mengawetkannya.

10. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh

seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi

tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan

pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata

yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.

11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan

didukung berbagai fasilitas serta layanan yang

disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah,

dan pemerintah daerah.

12. Pariwisata Alam Perairan adalah segala sesuatu yang

berhubungan dengan wisata alam, termasuk

pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang

terkait dengan wisata alam perairan pada Kawasan

Konservasi Perairan.

13. Pengusahaan Pariwisata Alam adalah usaha yang

menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan
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kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata

alam.

14. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi

serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan

kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

15. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan,

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.

16. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya

melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi

kebutuhan hidup sehari-hari yang menggunakan kapal

perikanan berukuran paling besar 10 (sepuluh) gros ton.

17. Pembudi Daya Ikan Kecil adalah orang yang mata

pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan untuk

memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

18. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi.

19. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat

SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki untuk

melakukan usaha perikanan dengan menggunakan

sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.

20. Surat Izin Pengusahaan Pariwisata Alam Perairan yang

selanjutnya disingkat SIPPAP adalah adalah izin tertulis

yang harus dimiliki setiap orang untuk melakukan

kegiatan pengusahaan Pariwisata Alam Perairan di

Kawasan Konservasi Perairan.

21. Surat Izin Penelitian dan Pengembangan Perikanan yang

selanjutnya disingkat Surat Izin Litbang Perikanan

adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap orang
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